BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan
pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada
Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daefah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2021, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Tahun 2021;

Menimbang : a.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bipati tentang Penetapan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Dipindai dengan CamCcann:



o

b,

~1

10.

:‘\‘.“h.u;g‘lhmmm‘N“"“"‘ A3 Tabun 20140 tentang Pemerininhnn
Aeralt (Lembavan Negara Republik  Indoneain Malun 2014
Nowor 24, Tambahan Lembaran Negnen Republile Indonenin
Nomaor S§87) sebagaimana telah dinbiah beberpa kall, torakhie
dengan Undang Undang  Nomor 9 Palun 2010 tentang
terubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 220 Tahian LA00
tentang  Pemervintah - Daerah (Lembaran Noggea Republik
donesin Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neg g
Republik Indonesia Nomor Ho'io;

19 ‘Inhun 20019 tentnng

Pemtusin - Pemervintalh - Nomor ' o
(Lemburan  Nepara Repubik

Pengelolaan  Keuangan  Daerah .
mdonesia Tahun 2019 Nagor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik ndonesia Nomor 6.3.22)

201 tentang,

i ntert werdt Nomor 80 ‘Tahun
Peraturan Menteri Dalam Negerd N Repibiik

Pembentuk an Produk Hukum Daceaht (Beritn Negarn i
Indonesia Thhun 2015 Nomor 12030) :wlmgnhnnn'n Q‘K.':lllll (||}l ;c;’;
dengan Peratuean Menteri Dalam Negeri Nomor l).()mln‘m 2 .
tentang Perubahan Atas  Peraturan Menteri Dalam Negerd Nanﬁm
S0 Tohun 2015 tentang Pembentukan Produk Ilulmmnl mernh
(Rerita Negara Republik Indonesin Tahun 2018 Nomor 157},

Peratiran Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tatn
Cara Perencanaan, Pengendalinn dan Flvaluasi Pembangunan
Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daernh
tentang Rencana Pembangunan Jangk a Panjang Dinerah dan
Rencana Pemibangunan Jangk a Menengah Daerah, sertn T'atn
Cara Perubahan Rencana Pembangun an  Jangka Panjong
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerjn Pemerintah Dnerah  (Beritn  Negarn
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 70 'Tnhun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 11:4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifik asi, Kodefik asi dan Nomenklatur Perencanan
Pembangunan dan Keuang an Daeral (Berita: Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomwor 40 ‘Tahun 2020
Tentang  Pedoman Penyusunan Rencana Kevin  Pemerintah
?;(;x'all(Bex'ltn Negara Republik Indonesin Tahun 2020 Noior
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1. Peraturan Daerah Nomor1l Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana felat
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Bengele'azd
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bengkayang Nomo' 19);
tukan
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 20}1{6 tfenta;ng Pg:z;;al;ang
kat Daerah Kabupaten ey
Sies1 Besuge = Keup Bengkayang Tahun 2016 Nomor

(Lembaran Daerah Kabupaten joie)
bupaten Bengkayang
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabup e )

i i Peratur
11) sebagaimana diubah dengan L
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Sgsu?:hn KF:bupglt(en
Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran E: g
Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lem
Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

tang Rencana
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 ten
ey ah Daerah tahun 2016 - 2021

Pembangunan Jangka Meneng
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor

12);

14. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang

Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020
Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

2.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.

4. Dewan Penvakil?n Rakyat Iherah, yang elanjutnya disingkat DPRD, adalah
(Ijembaga perwakilan rakyatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
aerah.
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5. Rencana Kerja Perangk

Daerah adalah dokumey
tahun,

at Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
1 perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

6. l;::l::l;:; tkg]a dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RI.<.~\_
acrah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah

sera rencana pembiayaan schagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah,

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra pPD adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. N

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjlitnyfa disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jaba.tan Kepala Daerah. 1

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Ketja
Pemerintah Dacrah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan

~I

daerah untuk periode 1 (satu) tahun. s
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang

memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat }.’PAS adalah
program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

11.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan program
dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 memuat program dan kegiatan beserta pagu
indikatif Perangkat Daerah.

(3) Renja perangkat Daerah Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2021.
(4) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 men jadi pedoman Perangkat Daerah dalam

menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3
(1) Penjabaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada
Pasal (1) tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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) BAB I1]
KETENTUAN PENUTUP
Pasal4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal ! Softembur 2020.

BENGKAYANG,

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal | StPkuwbur 2020

H KABUPATEN BENGKAYANG.
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